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DENGAI| RAIITAT TI'HAN YANG I.AIIA ESA

ITALIK(yTA KOTAUOBAGU,

bahwa sektor pariwisata merupakan penggerak perekonomian

masyaral<at sebagai salah satu sektor unggulan yang

diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan;

bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata

berkelanjutan, maka diperlukan upaya diversifikasi objek wisata

berbasis pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada

peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya

dan ramah lingkungan;

bahwa dalam pengembangan pariwisata kerakyatan, perlu

dibentuk kawasan wisata pedesaaan yang dapat menjadi proyek

percontohan bagi kawasan lainnya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan

Walikota tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata berbasis

pemberdayaan masyarakat di Kota Kotamobagu;

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2OO7 Gntang Pembentukan

Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 6, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 468O);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan

Ruang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 1O Tahun 2OO9 tentang Kepariwisataan
h
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1l Tahun 2009,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 7, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang Pemerintahan

Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahr:r: 2Ol4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan lrmbaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5539),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2O14 tentang Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2OO6

tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan

Kabupaten/ Kota kepada Desa;

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2O17 tentang

Penetapan Pedoman Umum Program Inovasi Desa;

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembenhrkan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Kotamobagu;
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BAB I
XEf,ENTUAN I'DIT'U

Pasal I
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu.

3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.

4. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung

atau budidaya.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu.

6. Desa Wisata adalah wilayah pelestarian alam lingkungan

ekosistim serta simpul budaya tradisional masyarakat dengan

tidak menghambat perkembangan warganya untuk

meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usatra

kepariwisataan.

7. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana

berinisiatif untuk memulai proses kegiatannya

untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.

8. Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memanfaatkan serta

memberdayakan dan potensi yang ada untuk

berbagai kepentingan yang diorientasikan untuk kesejahteraan

masyarakat.

9. Wisata Budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk

melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai

tradisional, yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak

sebagai atral<si wisata.

10. Wisata Agro adalah kegiatan wisata sebagai upaya

meningkatkan daya tarik wisata dengan menSruguhkan aktilitas

pertanian sebagai atralsi wisata.

11. Wisata Tirta adalah upaya meningkatlan daya tarik wisata

dari aspek yang berkaitan dengan olahraga air yang mampu

menarik wisatawan.

12. Pemangku Kepentingan adalah para pihak yang terkait baik

langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan

Kepariwisataan di Desa rurupun yang terkena dampak dari

aktifrtas wisata pedesaan. ql



BA'B II
TUJUAIT, SASARAIT DAIT TUilGSI

Pasal 2

Tujuan Pengembangan Desa Wisata:

a. berkembangnya kualitas lingkungan masyarakat desa serta

potensi kebudayaan dan wisata yang terdapat di masing-masing

desa wisata;

b. terpelihara dan terbinanya secara terus menerus tefa

kehidupan, seni budaya masyarakat daerah; dan

c. memanfaatkan potensi lingkungan guna kepentingan wisata

budaya, wisata agro dan wisata tirta, wisata spiritual, wisata

olah raga dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan

ekonomi keralryatan.

Pasal 3

Sasaran Penetapan Desa Wisata:

a. meninglatkan kesadaran masyarakat dan penduduk setempat

akan pentingnya penataan dan pemeliharaan lingkungan

sebagai usaha mempertahankan keberadaan potensi

kebudayaan dan potensi wisata yang ada; dan

b. memberi dorongan, motivasi dan menciptakan peluang-peluang

kepada masyarakat didalam kawasan desa wisata dan

sekitarnya sebagai pelaku, peke{a sekaligus pemilik usaha

pariwisata.

Pasal 4

Fungsi Desa Wisata :

a. Sarana edukatif dan rekreasi;

b. Sarana pengembangan Seni dan Budaya;

c. Sebagai sarana pengembangan Pariwisata berbasis masyarakat;

dan/atau

d. Sarana pengembangan perilaku dan budaya wisata.

BAA IU
TUGAA DA,II TAI|E{il'IIG JAWAB

Pasal 5

(1) Penataan lingkungan pada Desa Wisata termasuk fasilitasnya

menjadi Tanggung jawab masyarakat dan/atau pihak lain yang

menjadi mitra kerja dalam pengembangaa Desa Wisata dengan

h



(2t

dukungan Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan penataan lingkungan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus melakukan

koordinasi dengan instansi terkait dilingkungan Pemerintah

Daerah.

BAB IV

HAI( DAI{ NEWA"'IBA.IT

Pasal 6

Pemilik lahan dan atau penghuni yang melakukan kegiatan

penataan, Pengelolaan/pernanfaatan lingkungan di kawasan

Desa Wisata berhak:

a. mendapatkan perioritas sebagai peke{a sesuai dengan

keahlian dan kemampuannya; dan

b. mendapatkan bagian dari sisa hasil usaha sesuai dengan

perjanjian yang telah disepakati.

Setiap orang, Badan Hukum atau Instansi Pemerintah yang

memiliki, menghuni atau mengelola lahan/ bangunan di

kawasan Desa Wisata wajib:

a. melindungr dan melestarikan lingkungan serta habitatnya;

dan

b. mentaati segala ketentuan perundang - undangan.

Pemerintah Daerah berkewajiban melengkapi sarana prasana

dan infrastmktur yang dipandang perlu dalam rangka

pengembangan desa wisata.

BAB V

PEUAITFAATAIT DAN PEITGEUBAITGAIT

Pasal 7

Pemanfaatan dan pengembangan Desa Wisata diarahkan

kepada pengembangan pariwisata minat khusus yang memiliki

apresiasi terhadap seni dan budaya serta menjadikan aktifitas

keseharian masyarakat desa sebagai daya tarik wisata.

Aktifrtas kepariwisataan yang dikembangkan meliputi:

a. agro wisata;

a. wisata alam;

b. wisata budaya;

c. wisata kuliner;

d. wisata tirta;

(1)

(21

(3)

(u

(2t

Er



e. wisata spiritual;

f. atraksi wisata; dan

g. wisata sejarah.

(3) Pengembangan s€rrana akomodasi pada kawasan Desa Wisata

diarahkan dengan memanfaatkan rumah-rumah penduduk

serta lahan kosong yang fidak produktif sebagai saraaa dan

fasilitas akomodasi penunjang pariwisata desa.

{a) Pemanfaatan dan Pengembangan Desa Wisata sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
I(AWASA,IT DESAIMSATA

Pasal 8

Kawasan desa wisata yang terletak di wilayah Kota Kotamobagu,

adalah sebagai berikut:

lYo Desa/Kelurahaa ObJek Wisata

1 Desa Kobo Kecil Air Terjun Molipungan

2 Desa Poyowa Besar Satu 1. Puncak Angob

2. Makam Raja Datoe

Binangkang.

r) Desa Poyowa Besar Dua I
2

Air Teq'un Boliagonan

Air Terjun Mobuya'

Perkebunan Sibatuon

Mobalang.

4 Kelurahan Mongkonai Barat 1. Hutan Kota.

2. Air Terjun

3. Klenteng

5 Desa Bilalang Satu 1. Air Panas Malelang

2. Air Batu Putih

3. Kawasan Batu Putih

Malelang

6 Desa Sia Gunung Sia

q
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BA'B VII

PEI{GELOI.AAIT DAIT PEWGAVASAI|

(1) Pengelolaan dan

Pasal 9

Pengawasan Kawasan Desa Wisata

dilaksanakan secara fungsional oleh instansi terkait

dilingkungan Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh

Sekretaris daerah serta dipertanggung jawabkan kepada

Walikota.

Penataan dan pengelolaan Kawasan Desa Wisata dikembangkan

dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan

kesejahteraan masyarakat terutarna masyarakat di sekitar

Kawasan Desa Wisata.

Pengawasan penataan di Kawasan Desa Wisata oleh instansi

terkait dilingkungan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan

masukan dari para pemangku kepentingan.

BAAVIII
XEf,EI{TUAIT PEIITTUP

Pasal 1O

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Kotamobagu.

No Pengelolah Paraf
1. Plt. Sekretaris Daerah Kq-
2. Asisten Pemerintahan 'l/
3. thbag Hukum h4

4. Kadis Pariwisata

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 25 Oldober 20)97

q wAr.ffiorA KorruoBAcI{A

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 35 Oktober 2O17

OTSETRETARIS DATRAH KOrA KOTATOBAGU

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2OU NOMOR,6,


